MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 280/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 287/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-XXII11/2025
PERKARA NOMOR 307/PHPU.BUP-XXII11/2025
PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-XXII11/2025

PERIHAL
PERSELISTHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN PUNCAK
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN 2024

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA

RABU, 15 JANUARI 2025




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 280/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

- Pemohon: M. Andrean Saefudin

PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

- Pemohon: Peniel Waker dan Saulinus Murib

PERKARA NOMOR 287 /PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024

- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Marten Tipagau dan Melianus Belau

PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Bernadus Kobogau dan Melianus Agimbau

PERKARA NOMOR 307 /PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: M. Andrean Saefudin

PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Apolos Bagau dan Tetairus Widigipa

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 13.06 — 14.27 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jin. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat



SUSUNAN PERSIDANGAN
HAKIM KONSTITUSI

1) Arief Hidayat
2) Anwar Usman
3) Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI

Hani Adhani

Luthfi Widagdo Eddyono

Rosalia Agustin Shella Hendrasmara
Intan Permata Putri

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)



Pihak yang Hadir:

A.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ahmad Hafiz
2. Slamet

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 292 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Azham Idham
2. Andi Firmansyah

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Stefen Alves Tes Mau
2. Rudy Imanuel

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Maryanto Roberto Sihotang
2. Gillian Joan Fernando

Termohon Perkara Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025:
Marten Kokoya

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025:
Marthen Luther Lie

Termohon Perkara Nomor 283 /PHPU.BUP-XXIII/2025:
Natalius Tabuni

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 283 /PHPU.BUP-XXIII/2025:
Petrus P. Ell

Termohon Perkara Nomor 287 /PHPU.BUP-XXIII/2025:
Hengky M. Tinal N.

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 287 /PHPU.BUP-XXIII/2025:
Ginetoy M. Yacub Ariwei

Termohon Perkara Nomor 292 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

Johan Maiseni



Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Agus Dwiwarsono

. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 301/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Fakhriy IImullah

. Termohon Perkara Nomor 307 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

Magen Sari Sijabat

Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 307 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

Faisal Abdurahman
Termohon Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rizal Ahmadi
2. Indra Yustyawan

Pihak Terkait Perkara Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Naftali Akawal

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 280/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rivaldi
Pihak Terkait Perkara Nomor 283 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

Elvis Tabuni

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

M. Imam Nasef

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 287 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Mukmin

Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 292/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iza Sadzili
2. Leonardus S. Sagala



W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 301 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iza Sadzili

2. Leonardus S. Sagala
3. Marthin Gogo Rezky
4. Mila Ayu Dewata Sari
5. Yosua Riodoma

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 307 /PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Iza Sadzili
2. Leonardus S. Sagala

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 310/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marthin Gogo Rezky
2. Leonardus S. Sagala

Z. Bawaslu:

1. Yorince Wanimbo (Kab. Puncak)
2. Fredi Wandikbo (Kab. Puncak)
3. Apinus Janambani (Kab. Intan Jaya)
4. Tutinus Labene (Kab. Intan Jaya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:03]

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.

Kita mulai. Sidang dalam Perkara 287, 283, 280, 292, 2 ... 301, 307,
dan 310 PHPU Bupati Tahun 2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon dulu, ya. Pemohon 87, hadir? 87
enggak hadir? Baik. Oh, sori, 287. Ya, 287 enggak hadir? Ya, enggak hadir.
Tolong, Petugas, 287 dicari, dilaporkan segera. 283, Pemohon? Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [01:16]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17]

Baik. 2807 Tidak hadir juga. 280 juga dicari.
2927?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [01:33]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34]
Baik. 3017

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:38]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39]

Baik. 307? 307 juga tidak ada.



10.

11.

12,

13.

14.

15.

3107

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:50]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Baik, terima kasih.

Sekarang KPU. Termohon (KPU) ini ta ... ada tiga Kabupaten Puncak
... 292 ada yang terlambat? Oh, ya, silakan. 292, Pemohon atau apa itu?
Termohon? Ya, Termohon, ya, sudah. Silakan masuk itu, Termohon.

KPU Kabupaten Puncak ada tiga perkara yang hadir. Siapa KPU-
nya, Termohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:29]

Terima kasih, Yang Mulia.
Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36]
Waalaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:38]

Untuk KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan, hadir
Kuasa Hukum, saya Pieter Ell.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48]

Ya, itu kelihatan di jaketnya itu ada tulisannya P itu.
KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:52]

Siap, Yang Mulia.

Kemudian, ada kolega saya, ada Ginetoy dan Pak Marthen Lie. Dan
ada hadir juga Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Puncak. Kemudian,
didamping oleh dua Komisioner, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Baik.



16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24.

25.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [03:12]
Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13]
Baik. Ini untuk mewakili tiga perkara, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [03:17]
Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:18]
Baik. Kemudian, KPU Kabupaten Intan Jaya. KPU Intan Jaya?
TERMOHON: JOHAN MAISENI [03:21]
Hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:22]
Oke, hadir.
Kemudi ... ini empat perkara, ya? Intan Jaya, empat perkara. Yang
hadir siapa saja, Intan Jaya?
KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [03:29]

Mohon izin, Yang Mulia.
Kuasa Hukum dan Prinsipal, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Oke, baik.
Baik. Kemudian, Pihak Terkait 2877?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
287 /PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [03:53]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:55]

Baik. Kemudian, 2837



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
283 /PHPU.BUP-XXIII/2025: M. IMAM NASEF [03:59]

Terima kasih, Yang Mulia.
1zin, 283 hadir Prinsipal (Pak Elvis Tabuni) dan Kuasa Hukum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Oke, terima kasih.
280, Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
280/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [04:10]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]
Baik.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
280/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIVALDI [04:12]

Prinsipal kami juga hadir.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]

Ya.
292, Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [04:16]

Hadir, Yang Mulia, Kuasa.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]

Baik.
310 ... 301, Pihak Terkait?



34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [04:22]

Hadir, Yang Mulia.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [04:23]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]
Yang mana ini 3 ... 3017

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [04:29]

301.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Oh, tadi siapa yang sebelah sini ini? 3 berapa?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [04:36]

Maaf, Yang Mulia, 307.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Oh, ya. Jangan mabuk siang-siang, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [04:44]

Mohon maaf, Yang Mulia, 301.



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Ya. 3017
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [04:47]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:47]

Sama-sama 301? Mana ini yang benar? Atau diselesaikan berkelahi
dulu di Monas sana. Gimana? Siapa ini? Ha?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [05:04]

Panel 3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:06]

Lah, ya, Panel 3, 301. Prinsipal kabupat ... untuk Perkara 301 itu
Kabupaten Intan Jaya. Prinsipalnya atas nama Aner Maisini-Elias. Dan 2,

Apolos, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [05:07]

Bapak Apolos. 1zin, Yang Mulia. 301, Panel 3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:32]
Siapa ... mewakili siapa ini? Kuasa (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [05:36]

Bapak Apolos Bagau (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Kemudian, yang tadi (...)



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [05:38]

Paslon Nomor Urut 3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:40]

Oke. Terus, yang ini tadi?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [05:43]

Izin, Yang Mulia, dari Kuasa Aner.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ha?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [05:48]

Paslon 1, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:49]

Paslon 1?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [05:50]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]

Oh, jadi ini ada Pihak Terkait 2, ya? Ya, gitu, kan? Pihak Terkaitnya
2, kan? Oh, sama-sama. Ha?



59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [06:00]
Yang Pak Apolos itu Pemohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:50]
Apolos ini ... siapa ini? Sebentar.

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [06:11]
Mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]
Pemohonnya itu Bernadus Kobogau?

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [06:17]

Kalau yang tadi disebut 301, Apolos, itu adalah Pemohon, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]
Ha?

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [06:24]
Jadi, dia Paslon yang mengajukan PHPU.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [06:30]

Betul, Yang Mulia.

KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [06:32]
Jadi, tempat duduknya saja yang salah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:35]

Ha? Gimana?



69.

70.

71.

72,

73.

74.

75.

76.

77.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [06:36]

Oh, tempat duduknya salah?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [06:37]

Tidak, mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:38]

Sebentar, yang bicara satu-satu, harus jelas. Ini Kuasa Hukum Ibu
Siapa namanya, Bu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [06:48]

Saya Mila Ayu Dewata Sari.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]
Ya, mewakili siapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [06:52]

Bapak Apolos Bik ... Bagau. Izin, Paslon Nomor 3.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:58]
Paslon Nomor 37?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [07:02]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:03]
Sebentar, toh, belum ... baru diselesaikan kok, anu dulu ... satu-

satu.
Apolos itu juga sebagai Pihak Pemohon di Perkara 3107?



78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
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KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS DWIWARSONO [07:42]
Betul, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:43]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [07:44]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:45]
Oke. Terus ... tapi juga jadi Pihak Terkait ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [07:48]

Betul sekali, Yang Mulia. Untuk Perkara 301, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]
Untuk Perkara 301, Apolos juga sebagai Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [07:58]

Betul sekali, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Jadi, duduknya di mana itu? Bisa duduknya di luar kalau gitu,
enggak jelas itu.

Ada Kuasa Hukum yang lain? Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [08:12]

Izin (...)



87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [08:13]

Hanya dua saja, Yang Mulia, izin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:23]

Gimana? Jadi begini, siapa yang disebut sebagai Pihak Terkait?
Pihak Terkait adalah yang menang dalam kontestasi Pilkada.

Lah, sekarang Pak Apolos itu sebagai pemenang atau sebagai yang

kalah dalam Pilkada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
301/PHPU.BUP-XXIII/2025: MILA AYU DEWATA SARI [08:44]

Dari pihak yang kalah, Yang Mulia, izin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Nah, kalau kalah, biasanya jadi Pemohon. Kok jadi Pihak Terkait
dalam Perkara 301, untuk apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [08:58]

Yang Mulia, izin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:58]
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [08:59]

Kami kebetulan dari Pemohon 310 juga Kuasa dari Pak Apolos. 1zin
menjelaskan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:05]

Ya.



95.

96.

97.

98.

99.

100.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [09:06]

Perkara 301 dari kami, selaku Pihak Terkait, sudah mendapatkan
ketetapan, Yang Mulia. Dimana dalil dalam Perkara 301 itu ada juga sedikit
menyinggung tentang suara yang dialihkan kepada Paslon 03, Yang Mulia.
Sehingga, kami punya kepentingan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara
301 dan itu sudah ada ketetapannya, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]
Jadi, sekarang itu ... Ibu ini mewakili Pihak Terkait atau Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [09:35]

Nah, izin, Yang Mulia. Kami ada Kuasa dua yang berbeda. Kebetulan
itu juga rekan saya, Mbak Mila dan Pak Yosua, itu Kuasa yang berbeda,
Yang Mulia, dengan Kuasa Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:46]
Itu Kuasa Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [09:47]

Ya, Kuasa Pihak Terkait.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:51]

Ya. Ini ... ini dia dirugikan. Tapi dalam PMK, itu Pihak Terkait itu
biasanya yang menang dalam Pilkada. Itu aturan PMK-nya kan gitu, kan?
Jadi, kalau begini, jadi Pihak Terkait apa punya Legal Standing? Jadi
masalah, kan?

PMK jelas, yang mengatakan bahwa yang namanya Pihak Terkait
adalah pihak pemenang yang suaranya paling tinggi di kontestasi itu.
Untuk mempertahankan hak kemenangannya, maka dia bisa menjadi
Pihak Terkait. Yang dimohon, itu adalah Termohon. Itu KPU.

Gimana ini?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [10:35]

Baik, terima kasih (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]
Sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, Bu Mila?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025 MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [10:38]

Sudah ada, Yang Mulia. Selaku pihak yang berkepentingan, Yang
Mulia. Izin, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:42]

Ya, ya. Ya, memang ada berkep .. kepentingan, tapi
kepentingannya bukan sebagai pemenang. Berarti kepentingannya
mempertahankan kekalahannya, ya, kalau gitu, kan? Gimana ini rasionya?
Jadi itu, mempertahankan kekalahannya sebagai Pihak Terkait berarti
kalau gitu. Dia mempertahankan kayak apa pun, enggak mungkin jadi
pemenang, kan? Karena bukan pemenang.

Ini pen ... terjemahan. Tapi, yalah, sama-sama putusannya apa pun
sudah jelas kok ini, ya, kan? Ya, sudah.

Jadi itu tadi, yang menjadi Pihak Terkait adalah pemenang pertama
pada kontestasi Pilkada, gitu. Jadi, ya, sudah. Jadi, ini tapi anu, ya ...
Kuasa Hukumnya berbeda?

Ibu masih tetap harus di sana sebagai Pihak Terkait dalam Perkara
301. Tapi Pak Apolos menjadi Pemohon. Itu kalau Ibu terus kemudian
nanti jadi Pemohon pindah ke sini juga lucu jadinya. Bisa di sana, bisa di
sini. Ya, itu harus ada Kuasa Hukum yang lain, sekarang sudah ada Kuasa
Hukum yang lain. Ya, sudah, enggak apa-apa, ya.

Kemudian, yang 307, Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307 /PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [12:16]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:16]

Oke. 3107
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292/PHPU.BUP-XXIII/2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [12:19]

Hadir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:20]
Ini yang Pak Aner Maisini-Elias, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [12:25]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:25]
Karena yang pemenangnya itu Pak (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [12:28]

Pak Aner.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:28]

Aner Maisini dan Pak Elias ini. Jadi, dia Pemohonnya berapapun, dia
berada di sana sebagai Pihak Terkait. Itu sudah jelas begitu.

Ya, baik. Kita mulai. Jadi, ini anu ... Para Pemohon hanya
menyampaikan pokok-pokok Permohonannya saja. Kemudian, Pihak yang
lain sementara tidak mempunyai hak bicara. Nanti pada sidang yang
pendahuluan kedua, pada waktu memberikan keterangan ... jawaban
Termohon, keterangan Pihak Terkait, silakan, ya.

Sekarang saya persilakan 287, enggak ada? Masih tetap enggak
ada, dipanggil? Tadi 287 tidak hadir. Ini berarti Pihak Terkaitnya bisa
bernapas lega. Alhamdulillah. Ya, Termohon juga gitu, ya.



113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

15

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
287 /PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON MARPAUNG [13:29]

Puji Tuhan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:30]

Ya, Puji Tuhan.

Ya, ini surat ... ada Perkara 287 mengajukan surat pencabutan yang
diterima di Mahkamah pada hari Selasa, 14 Januari 2025, pada pukul
11.29, ya. Oke. Jadi, KPU Puncak ringan ... sudah ringan satu perkara.
Pihak Terkaitnya sudah bisa bernapas lega.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [14:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:12]

Ya. Kemudian, sekarang 283 Kabupaten Puncak yang masih hidup
ini, ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [14:20]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Ya, itu masih hidup. Tapi itu tadi yang sudah bernapas lega,
argometernya sudah enggak jalan lagi.

Silakan, 283.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [14:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan Permohonan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Ya, silakan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [14:40]

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Puncak
Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

8 berapa tadi dibaca? Diulangi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [15:00]

Pembatalan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:01]
28 berapa? Ini Perkara 283, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [15:05]

Perkara 283.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:07]
Ya. Ayo, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [15:10]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, kami
mewakili Peniel Waker dan Saulinus Murib sebagai Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. Dalam hal ini, diwakili oleh Ahmad Hafiz
dan Slamet. Kesemuanya adalah advokat yang berkantor di Ahmad Hafiz
and Partners.

Kami akan membacakan beberapa poin penting dalam Permohonan
ini, antara lain tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon
dianggap dibacakan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:45]

Yang jadi objek, putusan KPU, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [15:48]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:49]

Ini ada masalah, Prof. Enny. Silakan, Prof.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [15:53]

Ya, baik. Ini saya sebelum lanjut itu, ya. Saya mau cek dulu terkait
dengan SK KPU-nya. SK KPU ini Nomor 85 yang dipersoalkan, ya, sebagai

objectum litis-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [16:06]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:07]
Yang dikeluarkan kapan itu SK KPU itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [16:09]

Tanggal 12 Desember 2024. Di dalam SK tersebut, tidak tercantum
pukul dan tidak tercantum hari. Hanya tanggal saja, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:19]
12 Desember 2024.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [16:21]

2024.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:21]

Nanti sekaligus KPU ... anu ... ya, diperhatikan nanti. Jangan
dijawab sekarang, diperhatikan dulu, ya. Karena apa? Karena ada juga SK

KPU yang dima ... yang mana pada ... yang Saudara sebutkan tadi,
Saudara Kuasa Pemohon, untuk yang Nomor 85 yang Saudara katakan
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tidak ada tanggal tadi, itu tanggal ... eh, tadi tidak ada waktu, ya? Itu
adalah Sabtu, 7 Desember ... Sabtu, tanggal 7 Desember tahun 2024,
pukul 15.00 WIT. Itu SK Nomor 85/2024, ya. Tanggal ditetapkan di Nabire,
12 Desember 2024. Ada lagi SK KPU Nomornya sama, 85/2024, akan
tetapi ada perbedaan terkait dengan diktumnya. Yang ketiga ini
mengatakan bahwa ini di pengumuman ditetapkan dan sekaligus
diumumkan pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 18.56 WIT.
Ditetapkan di Nabire, 12 Desember 2024. Yang dipakai yang mana itu
buktinya? SK nomor berapa? 85 yang mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [17:33]

Dalam hal ini, Pemohon menggunakan SK yang dipakai adalah (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:38]
Tanggal berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [17:38]

SK KPU 85, tanggal 12 Desember 2024.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:42]
12 Desember 2024, pukul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [17:46]

Di pukul ... di SK 85 itu tidak dicantumkan pukulnya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:50]
Oh, enggak ada di situ, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [17:51]

Tidak dicantumkan.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:52]

Ya, ini nanti jadi perhatian bagi KPU, ya. Karena kami mendapatkan
ada dua SK. SK 85 itu, ya, yang berbeda. Nanti silakan, nanti ditanggapin,
nanti, ya, enggak usah sekarang.

Silakan, dilanjutkan lagi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:09]

Baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:13]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:17]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:17]

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:19]

Tenggang waktunya, berarti gimana ini? Ada persoalan, nanti
direspons tenggang waktunya, ya. Karena ada putusan ... dua putusan

KPU, tertanggal 7 dan tertanggal 12, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:29]

Baik.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:30]

Nanti tenggang waktu akan kami bacakan utuh.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]
Ya. Sekarang dibacakan dulu tenggang waktunya, gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:36]

Tentang Tenggang Waktu. Bahwa surat ... di halaman 4, Yang
Mulia, tentang Tenggang Waktu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:42]

Ya. Itu urutan-urutan dari PMK, kan setelah Kewenangan,
Tenggang Waktunya dulu, baru Kedudukan Hukum.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [18:49]

Baik. Bahwa dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor
85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Puncak Tahun 2024, terdapat poin ketiga, yang menyebutkan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
sebagai dimaksud dalam Diktum Ke-1 dan Diktum Ke-2, ditetapkan dan
sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember
tahun 2024, pukul 15.00 WIT, menurut Pemohon adalah keliru.

Karena yang pertama, faktanya, masih ada proses penghitungan
suara dan penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tanggal
12 Desember 2024, yakni di hari dan tanggal kapan Keputusan KPU
Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
ditandatangani dan ditetapkan.

Yang kedua, faktanya, KPU Kabupaten Puncak ... Keputusan KPU
Kabupaten Puncak Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pendapetan ...
Penetapan Hasil Pemilu (Pemilihan Umum) Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Puncak Tahun 2024 ini, secara nyata, dan terang dibuat,
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ditetapkan, dan dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni tanggal 12
Desember 2024.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:25]
Ya, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [20:25]

Dibuktikan dengan adanya undangan KPU perihal rekapitulasi dan
penetapan suara pada tanggal 12 Desember 2024. Nanti akan kami
buktikan di C ... Bukti P-10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:38]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [20:39]

Bahwa selain alasan tersebut di atas, ada fakta bahwa dalam proses
rekapitulasi di tingkat KPU di Kabupaten Puncak yang terjadi pada tanggal
5 dan 6 Desember 2024, sesuai Undangan KPUD Nomor 521/PL.02.06-
Und/9405/2024 disepakati adanya penundaan penghitungan suara dari
para saksi karena data yang ditampilkan KPUD Kabupaten Puncak tidak
sesuai dengan data D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh saksi Pemohon.
Dan salah satu kesepakatan lainnya, disampaikan oleh Ketua KPUD di
Kabupaten Puncak bahwa rekapitulasi akan dilanjutkan pada tanggal 8
Desember 2024 setelah ibadah minggu gere ... di gereja. Namun faktanya,
pada tanggal 8 Desember 2024 tersebut, tidak terjadi rekapitulasi
penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon diajukan ... yang diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi pada tanggal 16 Desember ini masih dalam tenggang waktu
pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, Permohonan ini dapat diperiksa
dan diputus oleh Mahkamah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:04]

Oke, teruskan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:06]

Kemudian, pokok Permohonan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:09]
Jadi, itu diputus, berarti menurut anu ... yang benar 12, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:12]

Menurut Pemohon 12 Desember (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:13]
12. Tiga harinya 12, 13, 16, berarti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:19]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:19]
Karena tanggal 14 dan tanggal 15 kan hari libur, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:22]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:23]
Gitu, toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:23]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:24]

Ya. Terus, dilanjutkan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:26]

Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil
penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing
pasangan calon sebagai berikut. Kami akan bacakan nomor urut 1 dan 4
saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:38]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:40]

Nomor urut 1, ditetapkan oleh KPUD mendapatkan suara 61.310
suara.

Kemudian, Pasangan Nomor 4 (Pemohon) itu mendapatkan 59.291.

Bahwa tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:59]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [22:59]

Dengan selisih perolehan suara 2.019 suara.

Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon
tersebut keliru karena tidak sesuai dengan penghitungan suara yang
didasarkan pada D.Hasil Kecamatan.

Bahwa menurut Pemohon, yang mendasarkan penghitungan yang
sesuai dengan D.Hasil Kecamatan, maka perolehan suara masing-masing
pasangan yang benar adalah untuk Urutan Nomor 1 itu mendapatkan
56.851 suara dan Pemohon (Urutan Nomor 4) mendapatkan 63.634.

Bahwa kekeliruan penetapan dan penghitungan suara yang
dilakukan oleh Termohon, yang mengakibatkan suara Pemohon
(Pasangan Nomor 4) hilang sebanyak 4.343 suara, dan Pasangan Nomor
Urut 1 mengalami penambahan sebesar 4.459 suara sebagaimana
dimaksud di atas, karena Termohon melakukan manipulasi atau setidak-
tidaknya salah menulis dalam D.Hasil Kabupaten Puncak dengan tidak
mendasarkan pada hasil penghitungan yang dicatat dalam D.Hasil
Kecamatan Erelmakawia dan D.Hasil Kecamatan Ilaga.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:12]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [24:12]

Bahwa manipulasi atau setidaknya kekeliruan dalam menu ...
menulis D.Hasil Kabupaten Puncak yang dilakukan Termohon yang tidak
sesuai dengan D.Hasil Kecamatan Erelmakawia dan D.Hasil Kecamatan
Ilaga tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1. Kecamatan Erelmakawia.

Bahwa menurut suara yang seharusnya menurut D.Hasil
Kecamatan Erelmakawia, Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan kosong
atau nol suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan 1.036 suara,
Pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan nol suara, sementara Pemohon
atau Urut Nomor 4 mendapatkan 3.100 suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:53]
100, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [24:53]

Dari jumlah total suara yang sah, yakni sebesar 4.136 suara.
Namun, dalam D.Hasil Kabupaten Puncak, Termohon memanipulasi atau
setidaknya keliru menulis bahwa Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan
2.378 suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan nol suara, Pasangan
Nomor Urut 3 mendapatkan 820 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut
4 hanya ditulis 938 suara dari total suara sah sebesar 4.136 suara. Artinya,
Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara sebesar 2.162
suara. Pada sisi lain, ada penambahan suara untuk Pasangan Nomor Urut
1 sebanyak 2.378 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:47]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [25:48]

Nanti akan dibuktikan di D.Hasil.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:50]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [25:51]

Kemudian 5.2. Di Kecamatan Ilaga. Bahwa perolehan suara yang
seharusnya menurut D.Hasil Kecamatan Ilaga, yang seharusnya Pasangan
Urut 01 mendapatkan nol suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan
nol suara, Pasangan Nomor Urut 3=nol suara, dan Pasangan Nomor Urut
4 mendapatkan 10.865 suara dari jumlah total suara sah sebesar 10.865
suara.

Namun, dalam D.Hasil Kabupaten Puncak, Termohon lagi-lagi
memanipulasi atau setidaknya keliru menulis, pasangan ... Pasangan
Nomor Urut 1 sebesar 2.081 suara, Pasangan Nomor Urut 2=50 suara,
Pasangan Nomor Urut 3=50 suara, sedangkan Pemohon hanya ditulis
mendapatkan 8.684 suara dari total suara sah sebesar 10.865 suara.
Artinya, Pemohon dirugikan oleh karena pengurangan suara sebesar 2.181
suara. Pada sisi lain, ada penambahan suara untuk Pasangan Nomor Urut
1 sebanyak 2.081 suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan tambahan

(..)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Enggak tambah, 50.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [27:22]

Oh, ya. Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 50 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]
Tetap nol, toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [27:26]

Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 50 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:27]

50, tetap, suara, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [27:29]

Artinya, Pemohon dirugikan karena mengalami pengurangan suara
sebesar 2.181 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:37]
Sudah itu anu ... dalilnya itu saja, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [27:40]

Baik. Untuk Petitum (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:41]
Sekarang Petitumnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [27:44]

Petitum.

Berdasarkan seluruh wuraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 85
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal
12 Desember 2024, sepanjang berkaitan dengan penetapan hasil
perolehan suara sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Elvis Tabrani,
S.E., M.M., dan Naftali Akawal, S.E., dengan perolehan suara sah
sebanyak 61.310 suara. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas
nama Peniel Waker, S.Th., M.Si., dan Saulinus Murib, S.Sos.,
M.Si., dengan perolehan suara sah sebanyak 59.291 suara. Dan
menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

Satu. Pasangan Calon Urut 1 atas nama Elvis Tabrani,
S.E., M.M,, dan Naftali Akawal, S.E., dengan perolehan suara
sebanyak 56.851 suara. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas
nama Peniel Waker, S.Th., M.Si., dan Saulinus Murib, S.Sos.,
M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 63.634 suara.

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil ... Calon Wakil
Bupati Nomor Urut 4 atas nama Peniel Waker, S.Th., M.Si., dan
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Saulinus Murib, S.Sos., M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati
terpilih Kabupaten Puncak Periode 2024-2029.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Puncak untuk
melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:45]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [29:46]

Hormat kami, Pemohon dan Kuasa Hukum-nya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:51]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:55]
Baik, terima kasih.
Saudara Kuasa Pemohon, ini masih menggunakan sistem noken,

ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [29:59]

Masih.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:00]
Penuh semuanya, ya?
Kemudian, yang dipersonalkan ini hanya di bawah kecamatan saja

atau distrik, kan? Disebutkan distrik, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [30:07]

Distrik.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:08]
Distrik, ya. Distrik Erelmakawia dan Ilaga saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [30:13]

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:13]

Itu masing-masingnya yang sudah dimunculkan di sini, ya,
D.Hasilnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [30:18]

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:18]
Yang D.Kabupaten-nya ada enggak?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:23]
D.Hasil Kabupaten.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:25]

Yang dari kabupaten, ada? Ini yang dari kecamatan ini. Yang dari
distriknya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [30:26]

D.Hasil Kabupaten itu, kita mengacu pada ... izin, Yang Mulia, pada

(..)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:34]

Perolehan masing-masingnya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [30:35]

He eh. Pada ... ada di lampiran nomor 5 (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:38]
Sudah dimunculkan? P berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [30:40]

Ini di P-3, Yang Mulia. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di Tingkat Kabupaten Puncak dengan Nomor 534/PL.05 (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:52]

Ya, ya, artinya sudah Saudara munculkan, ya? Sudah dilampirkan,
ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [30:54]

Sudah dimunculkan di sini di Berita Acara-nya, Yang Mulia, sebagai
lampirannya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:58]
Ya, baik. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:06]

Baik. Ada lagi, Yang Mulia? Cukup, ya?
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-21?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [31:15]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:16]

Kemudian, ada beberapa catatan. Yang P-9 sampai dengan P-21 itu
bukti tambahan yang baru saja diserahkan tadi, ya?



223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

30

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AHMAD HAFIZ [31:27]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:27]

Kemudian, ini yang catatan. P-5.A dan P-6.A belum diserahkan
bukti fisiknya. Kemudian, soft copy daftar alat bukti belum diserahkan,
nanti dilengkapi, ya. Ya, dilengkapi, ya.

Jadi, saya sahkan P ... P-1 sampai dengan P-21, kecuali catatan P-
5.A dan P-6.A itu bukti fisiknya belum diserahkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:00]

Baik. Untuk ... mohon izin, untuk P-5.A dan P-6.A kita cabut karena
nanti di bukti tambahan kita sampaikan tentang noken.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:08]
Ha? Mau diserahkan kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:09]

Sudah di bukti tambahan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:10]
Kapan? Jadi, P-5.A dan P-6.A dicabut?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:15]

Dicabut.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]
Oke. Terus yang diserahkan tetap P-1 sama dengan P-21?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:20]

P-21.



232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

31

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:21]
Kecuali 5.A (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:22]

5A(..)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:22]
Dan 6.A?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:23]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:24]

Ya. Kemudian, soft copy daftar alat bukti belum diserahkan, nanti
soft copy-nya diserahkan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:30]

Baik, baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:31]

Baik. Disahkan P-1 sama dengan P-21, kecuali yang dicabut P-5.A
dan P-6.A, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:46]

Cukup, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:46]
Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SLAMET [32:46]

Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]

Sekarang 280. 280, ada yang hadir? Enggak hadir, ya? Enggak
hadir. Jadi, kita enggak bisa minta konfirmasi, tapi ada Surat Pencabutan
280, Tim Advokasi untuk Demokrasi Pilkada 2024. Surat bertanggal 14
Januari.

Yang bertanda tangan, Ketua Sarekat Demokrasi Indonesia, itu
mencabut dan/atau menarik Permohonan Perkara 280 itu, ya. Jadi, tinggal
direspons satu. Ini nanti saya laporkan ke RPH, kita bertiga laporkan. Dan
sudah dinyatakan dicabut, yang pencabutannya dibacakan dalam sidang
terbuka untuk umum. Baik, 280 sudah dicabut.

Kemudian, sekarang (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:23]
Izin, Majelis.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:24]
Ya, gimana, Pak EIl?

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:26]

Saya ada sidang di panel yang lain, apakah saya diizinkan untuk
meninggalkan ruang sidang?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:32]
Prinsipalnya masih di sini? Tapi Kuasa Hukum-nya (...)
KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:35]

Masih ... masih ada.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]
Masih ada Kuasa Hukum-nya?

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:38]
Ya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:38]
Pak Ell yang ke sana?

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:39]
Ya, siap, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]

Oh, ya. Nanti kalau enggak muncul di sana, enggak dapat honor di
sana nanti.

KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [34:45]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:45]

Silakan, silakan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya supaya
tidak mengganggu persidangan lagi, ya.

Sekarang Kabupaten Intan untuk Perkara 292. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:12]

Perkenalkan, saya Azham Idham dan rekan saya Andi Firmansyah.
Dalam hal ini, Pemohon dalam Perkara 292, saya uraikan secara singkat
saja, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:24]

Ya, ini kewenangan ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:27]

Kewenangan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:30]
Dibacakan. Tenggang Waktunya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:31]

Kemudian, Tenggang Waktu Permohonan, masih dalam (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:34]
Masih dalam batas waktu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:34]

Batas waktu sesuai dengan PMK.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:35]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:36]

Kedudukan Hukum. Pemohon adalah pasangan calon yang telah
ditetapkan oleh KPU.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:42]

Kemudian, pokok Permohonan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:45]
Tidak memenuhi ambang batas, tapi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:48]

Tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:49]
Ya, terus.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:50]

Namun berdasarkan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:51]
TSM?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:51]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:52]
Oke. Bentuknya apa TSM-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [35:55]

Izin, Yang Mulia. Saya uraikan dalam pokok Permohonan, Yang
Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:58]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:00]

Terlebih dahulu, saya sampaikan bahwa SK KPU ditetapkan pada
tanggal 14 Desember 2024. Namun, dalam penetapan itu, baik Bawaslu,
kemudian saksi-saksi dari pasangan calon, tidak menghadiri itu, Yang
Mulia. Karena (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:18]
Tidak menghadiri pas rekapitulasi di tingkat kabupaten?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:21]

Pas penetapan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:22]
Pada waktu penetapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:23]

Karena pada tanggal 13 Desember, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]
He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:26]

Itu terjadi perdebatan yang cukup alot, sehingga pada saat itu
diputuskan untuk dilakukan penundaan sampai para pihak dipanggil
kembali.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:37]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:38]

Namun setelah tanggal 13 Desember dilakukan penundaan, para
pihak tidak pernah menerima panggilan kembali. Kemudian, secara diam-
diam, KPU berdasarkan SK yang kami terima, itu pun melalui pesan
WhatsApp, yang Pemohon terima itu telah ditetapkan pada tanggal 14.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:56]

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [36:57]

Dan SK itu beredar di tanggal 16, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:01]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [37:03]

Kemudian, untuk hal-hal tersebut, Bawaslu sendiri sebenarnya
sudah mengeluarkan rekomendasi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:11]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [37:12]

Saya notice beberapa rekomendasi, mulai dari tanggal 3 Desember,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:16]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [37:17]

Di tanggal 3 Desember itu, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya
mengeluarkan Surat Nomor 263/PM/00.02/Kabupaten.PPT-08/2024,
tanggal 3 Desember, pada pokoknya mengimbau:

1. Pengerusakan dan penghilangan logistik Pemilu, seperti C.Hasil

dan stempel PPS.

2. Kelalaian dalam penyediaan D.Hasil yang menyebabkan

keterlambatan pengiriman ke tingkat distrik.

3. Konflik di tingkat kabupaten yang menghambat pelaksanaan

pemungutan suara.

Lebih lanjut, Bawaslu menyampaikan dengan

mempertimbangkan kondisi tersebut:

1) Penerimaan hasil suara berdasarkan kesepakatan masyarakat
yang dimuat dalam C.Hasil, mengimbau kepada seluruh PPD
agar memastikan bahwa hasil yang diterima adalah hasil yang
benar berasal dari kesepakatan masyarakat, selebihnya
dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [38:21]

2) Rekapitulasi berdasarkan fakta lapangan, dalam hal ini D.Hasil
Rekapitulasi yang dalam hal ini D.Hasil harus dilakukan
berdasarkan kesepakatan masyarakat karena sistemnya
noken, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [38:36]

Selanjutnya, dianggap dibacakan.

3) Salinan rekapitulasi untuk Panwaslu PPS dan Panwaslu PPD
wajib menyerahkan salinan rekapitulasi hasil perhitungan
suara, baik dalam bentuk apapun kepada Panwaslu sebagai
bentuk transparansi. Maksudnya bahwa dalam hal ini, Panwas
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KPU tidak menyerahkan itu kepada Panwaslu di PPS maupun
di distrik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:00]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [39:02]

Kemudian, Yang Mulia. Sebenarnya terkait dengan hal itu, KPU RI
juga sudah memberikan petunjuk berdasarkan surat dari KPU Provinsi
Papua Tengah. Itu sudah kami uraikan dalam bukti. Kemu ... itu Surat KPU
Provinsi Papua Tengah itu Nomor 2087.

Kemudian, pada tanggal 13 Desember, yang pada saat hari
dilaksanakannya rekapitulasi itu, Yang Mulia. Pada saat penundaan itu,
Bawaslu juga mengeluarkan rekomendasi. Itu di Permohonan kami di
halaman 11, Nomor 277/sekian-sekian, pada tanggal 13 Desember 2024,
pokoknya menyampaikan:

b. Rekomendasi. Sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2024 dan juga distrik-distrik
yang disebutkan, telah melakukan rapat rekapitulasi dan ditemukan
adanya ketidaksesuaian antara hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik
dengan data yang diterima dari lapangan pada lima distrik berikut.

1. Distrik Agisiga.

2. Distrik Tomosiga.

3. Distrik Hitadipa.

4. Distrik Wandai.

5. Distrik Ugimba.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan
Umum Kebupaten Intan Jaya dan PPD lima distrik untuk segera
melaksanakan rekapitulasi ulang dan penyandingan hasil suara pemilihan
bupati dan wakil bupati pada lima distrik tersebut. Ini yang jadi tolok ukur
penundaan pada tanggal 13 Desember itu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:43]
Ya, ya. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [40:46]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, masih di hari yang sama,
Bawaslu juga mengeluarkan Surat 278/sekian-sekian, tanggal 13
Desember, yang pada pokoknya menyampaikan:
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Rekomendasi. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan
Bupati/Wakil Bupati Kebupaten Intan Jaya berdasarkan pengawasan
langsung Bawaslu Kebupaten Intan Jaya, ditemukan banyak temuan
ketidaksesuaian hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil yang
berasal dari lapangan. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi bahwa
beberapa panitia pemungutan suar ... distrik tidak menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menjaga
integritas, transparansi, dan kredibilitas proses Pemilu, kami mengimbau
kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Intan Jaya
untuk segera:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPD yang
bertugas di setiap distrik, khususnya di distrik yang ditemukan
ketidaksesuaian hasil pleno.

2. Memberhentikan anggota PPD yang terbukti tidak bekerja sesuai
dengan aturan atau melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Menunjuk pengganti anggota PPD yang diberhentikan dengan
memperhatikan integritas dan kompetensi calon pengganti.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:10]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [42:11]

Selanjutnya, Yang Mulia. Atas kejadian di tanggal 13 dan beberapa
rentetan kejadian itu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:17]
He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [42:18]

Prinsipal kami sudah mengajukan juga surat keberatan kepada
Bawaslu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:22]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [42:23]

Kemudian, terkait dengan keluarnya SK, Yang Mulia. Terkait
dengan keluarnya SK tersebut pada tanggal 16 Desember, Bawaslu
mengeluarkan Surat 279, perihal Rekomendasi Pembatalan Pengesahan
Hasil Rekapitulasi Suara, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PPD
dan KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan rekapitulasi dan
pembacaan hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024.

Bahwa telah dibuat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1042 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung Bawaslu
Kabupaten Intan Jaya, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Satu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:14]
Itu dianggap dibacakan saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:16]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:18]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:18]

Kemudian, poin 5 juga kami anggap bacakan. Lanjut.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:24]

Tetap di hari yang sama (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:25]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:26]

Bawaslu juga mengeluarkan Surat Nomor 280 dan seterusnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:30]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:30]

Pada tanggal 16. Itu sudah kami ini, Yang Mulia, sudah kami
sampaikan melalui bukti juga, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]
Ya, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:37]

Bahwa sejak dikeluarkannya rekomendasi, baik pihak saksi
pasangan calon maupun Bawaslu, itu tidak pernah hadir, Yang Mulia, pada
tanggal 14 itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:50]
Oke. Jadi, waktu penetapan enggak hadir, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:53]

Enggak hadir, Yang Mulia. Karena isunya, di tanggal 13 itu mestinya
penundaan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:58]

Tapi kemudian, tanggal 14-nya malah ditetapkan?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [43:59]

Kemudian, kita tidak tahu-menahu ... pasangan calon tidak tahu-
menahu. Di tanggal 16, mereka baru terima WhatsApp. Saat itu, tim
sedang lakukan aksi demonstrasi di depan KPU.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:10]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:11]

Kemudian, tiba-tiba beredar ... di massa aksi itu beredar pesan
WhatsApp terkait dengan penetapan pasangan calon, sehingga (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:17]
Tanggal ... tanggal 14?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:17]

Pada tanggal 14, itu diterimanya pada tanggal 16 melalui pesan
WhatsApp.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:23]
Oke. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:24]

Sehingga ada indikasi, dari Prinsipal kami menyampaikan bahwa
ada indikasi bahwa itu sengaja dilakukan supaya Permohonan melewati
batas waktu pengajuan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:36]

Oke. Terus, sekarang perolehan suara yang benar menurut
Pemohon, gimana?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:40]

Ini berdasarkan hasil dari Tim Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:43]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:43]

Karena D.Hasil yang seperti yang tadi juga rekomendasi Bawaslu

(...
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:47]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:47]

Itu tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:49]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [44:49]

Jadi, hanya pencatatan berdasarkan Tim Pemohon. Itu sudah kami
sampaikan di poin 25, halaman 17. Itu sudah dirincikan, Yang Mulia,
berdasarkan distrik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:02]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:02]

Kemudian, saya kira (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:03]
Di sana ada berapa distrik?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:05]

Di sana tujuh, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:12]
Ttu distrik (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:13]

Eh, delapan ... delapan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:14]
Sugapa, Homeyo, Agisiga (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:16]

Sugapa, Homeyo, Agisiga, Tomosiga, Biandoga, Wandai, Hitadipa,
dan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:21]
Delapan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:21]

Ugimba.
Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan juga bahwa tadi kami sudah
menyerahkan daftar bukti tambahan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Ya.



349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

46

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:30]

Itu terkait dengan laporan hasil pengawasan Bawaslu. Untuk yang
kami terima dari tim yang ada di Intan Jaya, itu hanya untuk tujuh ... tujuh
distrik saja, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:45]

Yang tidak ada, distrik apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:47]

Ya, izin, saya ... Sugapa, Homeyo, Agisiga, Tomosiga (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:56]
Jadi, yang tidak ada dianggap suaranya sudah benar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [45:58]

Tomosiga, Yang Mulia. Bukan dianggap. Kami tidak bisa
membuktikan itu, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]
Oke (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:02]

Jadi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]
Berarti itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:03]

Mungkin dari Pihak Bawaslu (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:05]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:05]

Atau ini jika ada (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]
KPU, ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:07]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:07]
Nanti gimana, ya.
Terus, di ... di sini perolehan suara yang ada, menurut Pemohon,

berapa? Pemohon kan Nomor Urut 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:18]

Ya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]
Menjadi Nomor 1?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:19]

Pemohon Nomor 2.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Menjadi Nomor 1, berarti?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:22]

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:23]

Nah, perolehan suaranya, gimana? Coba, dibacakan menurut
Pemohon.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:29]

Jadi, KPU berdasarkan SK penetapannya, menetapkan untuk Nomor
Urut 1 itu 43.535, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:38]

Kemudian, Nomor Urut 2=24.995, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:43]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:43]

Nomor Urut 3=19.908, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:48]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:48]

Nomor Urut 4=20.672. Dan Nomor Urut 5=15.885.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:55]
Oke. Sekarang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:56]

Berdasarkan hasil tim pemenangan di lapangan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [46:59]

Versi hasil tim pemenangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [47:01]

Semestinya diperoleh suara untuk Nomor Urut 1=30.536.
Kemudian, Nomor Urut 2=31.762. Nomor Urut 3=23.000. Nomor Urut
4=23.920.Nomor Urut 5=15.776, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Ini yang ada di catatan kita, kok anu ... saya ulangi, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [47:25]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Di anu ... Nomor Urut 1 totalnya 30.109. Nomor Urut 2=31.436.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [47:37]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:37]
Nomor Urut 3=21.537.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [47:41]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:42]

Nomor Urut 4=25.277. Dan yang terakhir, Nomor Urut 5=15.756.
Yang betul yang mana itu sama yang dibacakan tadi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [47:55]

Yang sesuai dengan Permohonan saja, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]
Oke. Yang saya bacakan ini sesuai Permohonan, loh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:03]

Itu di poin 25, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:05]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:06]

Itu Perbaikan atau Permohonan awal, Yang Mulia?
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Ya, ini di Perbaikan.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:23]

Di ... bisa minta tolong, Yang Mulia, di halaman berapa? Ya, betul,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:36]
Halaman 17 itu menurut Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:53]

Ya. Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:54]
Angka 25, ya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:56]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:56]
Tabel itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:57]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:57]
Ya, kan itu, toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [48:59]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:59]

Baik. Sekarang silakan baca (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [49:02]

Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:02]
Petitumnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [49:03]

Disampaikan oleh rakan saya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:06]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: ANDI FIRMANSYAH [49:07]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024, yang diumumkan pada
hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2024, pukul 23.30 WIT. Atau
membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024, tanggal 14 Desember, yang diumumkan pada hari
Sabtu, tanggal 14 Desember, pukul 23.30 WIT, sepanjang
mengenai perolehan suara di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga,
Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya 2024 dalam Keputusan KPU
Intan Jaya Nomor 1024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 14 Desember,
selanjutnya dianggap dibacakan. Atau memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya
atau setidak-tidaknya di Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik
Hitadipa, Distrik Wandai, dan Distrik Ugimba.
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4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Intan Jaya untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, masih ada? Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:00]

Baik. Ini terkait dengan penetapan SK KPU, ya. Ini kan tadi
dijelaskan bahwa tanggal 13 Desember itu ada penundaan, betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:10]

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:10]
Siapa saja yang hadir pada waktu itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:13]

Waktu itu semua pa ... saksi pasangan calon, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:15]
Semua hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:16]

Hadir.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:17]

Kemudian (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:17]

Kami (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:17]
Terus (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:17]

Ada video waktu itu di bukti (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:20]
Ada buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:21]

Bukti P-10, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:24]
Ya, sepakat akan dilakukan penundaan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:25]

Rangkuman video rekapitulasi, dimana ada perselisihan pendapat,
sehingga keluar rekomendasi dari Bawaslu itu di tanggal 13 dan itu ditunda
pada hari itu. Kemudian (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:35]

Ada penundaan, sepakat semua?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:35]

Ya. Itu (...)
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:37]
Penundaannya, kemudian untuk tanggal?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:40]

Belum disampaikan, Yang Mulia, akan disampaikan lebih lanjut.
Tapi sembari menunggu itu, memang ada aksi demonstrasi dan pada
tanggal 16, pada saat demonstrasi di depan gedung KPU itu jam 18.00.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:55]

Itu tanggal berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:56]

16, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:57]
Tanggal 16. Tanggal 14-nya peristiwa apa (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [51:59]

Tanggal 14 tidak ada peristiwa/kejadian apa-apa. Tiba-tiba di
tanggal 16, melalui pesan WhatsApp sudah beredar bahwa ada Keputusan
KPU terkait dengan (...)

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:06]
Keputusan KPU itu berarti tanggal ... definitifnya tanggal 14 itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:10]

Kalau dari SK yang ka ... yang diterima oleh Pemohon di tanggal 16
itu, itu tercatat tanggal 14.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:16]

Tercatat (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:16]

Tapi penye ... apa ... penyebaran SK itu tidak pernah diterima
secara resmi, hanya melalui pesan WhatsApp.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:23]

Jadi, tanggal 14 itu Saudara sudah tidak tahu siapa yang hadir pada
saat di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:27]

Tidak ada. Enggak ditahu, Yang Mulia. Karena pasangan calon dan
mungkin pasangan calon yang lain juga nanti menjelaskan itu. Karena dari

(...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:33]
Baik. Terima kasih, ya. Yang penting sudah ada buktinya di sini, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:35]

Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:37]

Kemudian dari KPU, ya, dan Bawaslu, ini tolong untuk direspons
dengan sebaik-baiknya mengenai hal ini, ya.

Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:45]

Ya, terima kasih, Prof.

Ini Bukti P-10 itu rangkuman video rekapitulasi tanggal 13, yang

ditunda itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:51]

Ya, itu perselisihan, Yang Mulia. Ada sedikit keributan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:54]

Yang keributan itu, kan? Terus, rencana belum diumumkan kapan
akan ada rapat lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [52:59]

Ya, tidak ada pengumuman kapan akan rapat lagi, penundaan,
keluar rekomendasi Bawaslu. Kemudian, saat itu sembari menunggu, tiba-
tiba di tanggal 16 sudah ada (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:08]

Sudah beredar (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:09]

Yang beredar melalui pesan WhatsApp.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:09]
Bahwa tanggal 14 sudah diputus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:11]

Sudah diputus.
KETUA: ARIEF HIDAYAT 53:12]

Oke. Nanti kita cek. Yang lain kan ada Pemohonnya juga itu, ya.
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-24?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:22]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:23]

Ini flash disk-nya dipisah, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:26]

Siap, Yang Mulia. Kami perbarui, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:27]
Ini ada dua ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:28]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:30]
P-4 dan P-10?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:31]

Izin, Yang Mulia. Untuk P-4 itu kami keluarkan, Yang Mulia. Jadi,
untuk flash disk itu dianggap P-10, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:37]
P-10. Berarti P-4 nya di mana? Enggak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:40]

P-4 kami anggap dikeluarkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]
Dicabut berarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:43]

Dicabut.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:44]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:46]

Karena di ... apa ... di Permohonan kami, di beberapa laporan hasil
pengawasan itu sudah ada dokumentasi foto di ... sebagai lampiran dari
hasil pengawasan Bawaslu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:55]
Oke. Kalau begitu P-4 nya enggak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:58]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]
Soalnya kalau ada P-4, ini dipisah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [54:02]

Ya, makanya kami cabut P-4, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]
Ya, itu Rp10.000,00 saja kok ngirit ini, loh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [54:08]

Sudah ada fotonya yang di-print out (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:08]
Oh, oke, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [53:10]

Ternyata dari hasil laporan Bawaslu, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Jadi, saya sahkan P-1 sampai dengan ... sampai dengan P-24,
kecuali P-4 ... P-4 nya tidak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [54:19]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:20]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [54:24]

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:37]
Sekarang Perkara 301, masih Kabupaten Intan Jaya. Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:43]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami, Stefen Alves Tes Mau dan Rudy Imanuel,
mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya,
Nomor Urut 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:53]

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:57]

Izin, Yang Mulia. Yang kami bacakan adalah Permohonan awal.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:01]
Oke, Permohonan awal.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:02]

Tanggal 18 Desember 2024.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:06]
Karena perbaikan Permohonannya lewat tenggang waktu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:08]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:09]

Ya, sekarang permohonan awal. Oke.
Kewenangan, ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:14]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami lanjutkan. Tenggang waktu ada.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:16]

Tenggang waktunya ada untuk permohonan ... perbaikan anu ...
Permohonan awal, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:19]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:21]

LS-nya Pasangan Calon Nomor 57?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:22]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]
Tidak memenuhi ambang batas. Selisihnya berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:25]

Mestinya 2.499 suara, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:31]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:31]

Namun, selisih perolehan suara kami dan Pasangan Nomor Urut 1
adalah 27.651.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:40]
Oke. Ini Pasangan Calon Urut Nomor 5, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:43]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:44]
Oke. Enggak juga jadi Pihak Terkait?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [54:48]

Tidak, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:50]

Lucu itu. Jadi Pemohon, tapi juga jadi Pihak Terkait.
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Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:01]
Tidak memenuhi 158, tapi karena ada pelanggaran yang TSM, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:04]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:06]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:06]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan
Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan adanya terdapat kesalahan
rekapitulasi perhitungan suara di delapan distrik oleh Termohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:20]

Tapi sebelumnya kita cek dulu, tadi yang sudah disampaikan oleh
Yang Mulia Prof. Enny. Itu betul, sebagaimana yang disampaikan oleh
Pemohon 2927?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:31]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:32]

Jadi (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:33]

Tanggal 13 itu ada (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:33]
Tanggal 13 ada masalah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:35]

Ada keributan, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:36]
Tidak bisa jadi ... tidak bisa ditetapkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:39]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:39]
Kemudian (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:40]

Saksi kami hadir (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:40]
Hadir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:41]

Tidak ditetapkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:42]

Terus, diundur?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:42]

Ditunda.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:43]
Ditunda.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:44]

Tanpa batas waktu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:45]
Tanpa batas waktu, tahu-tahu muncul (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:47]

Tahu-tahu muncul tanggal 16, beredar melalui pesan WhatsApp,
sudah ada Penetapan Nomor 1042.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:52]

Oke, baik.
Dilanjutkan, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [56:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Bahwa de ... terjadi kesalahan rekapitulasi perhitungan suara di
delapan distrik oleh Termohon, hilangnya kotak suara, cap Formulir
C.Hasil, dan tidak diberikannya D.Hasil Salinan kepada Pemohon maupun
Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:15]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [57:16]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan
calon nomor urut di atas dikarenakan terdapat kesalahan rekapitulasi
penghitungan suara di delapan distrik oleh Termohon, yaitu Distrik
Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba.

Bahwa di lima distrik tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian
antara hasil pleno di tingkat distrik dengan hasil C.Salinan.

Bahwa atas ketidaksesuaian tersebut, pada tanggal 13 Desember
2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Surat dengan Nomor
277 dan seterusnya tentang Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang
dan Penyandingan Data Distrik kepada Termohon (vide Bukti P-4), Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:07]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [58:08]

Bahwa patut diduga PPD dengan sengaja menghilangkan D.Hasil
Distrik untuk kepentingan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa atas pelanggaran dan ketidaksesuaian hasil rekapitulasi di
tingkat distrik dengan hasil C.Salinan di TPS yang terse ... yang tersebar
di lima distrik, mengakibatkan Bawaslu mengeluarkan imbauan agar PPD
yang bermasalah di distrik tersebut diberhentikan karena tidak
menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sesuai peraturan
perundangan yang berlaku (vide Bukti P-5).

Bahwa kemudian, pada tanggal 16 Desember 2024, Bawaslu Intan
Jaya kembali mengeluarkan rekomendasi pembatalan pengesahan hasil
rekapitulasi suara kepada Termohon karena adanya temuan-temuan tidak
... antara lain, tidak diserahkannya Salinan Formulir C.Hasil dan D.Hasil
Distrik kepada panitia distrik. Bawaslu adanya kehilangan dan kerusakan
pada Formulir C.Hasil dan D.Hasil Distrik (vide Bukti P-6).

Lanjut, pada pokok Permohonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:20]

Ya, silakan. Apa (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:24]

Halaman 6.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:25]
Bentuk-bentuknya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:26]

Halaman 6, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:27]
Singkat-singkat saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.
Halaman 6. Pengurangan suara Pemohon saat pleno di kabupaten.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:35]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:35]

Satu. Distrik Sugapa. Suara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:38]
Ini delapan distrik, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:40]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:40]

Baik.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [59:42]

Distrik Sugapa, dari 3.688 suara menjadi 1.084 suara (vide Bukti P-
7). Distrik Homeyo, dari 7.262 suara menjadi 1.378 suara (vide Bukti P-
8). Distrik Biandoga, dari 14.030 suara menjadi 6.808 suara (vide Bukti P-
9). Distrik Hitadipa, dari 8.395 suara menjadi 200 suara (vide Bukti 10).
Distrik Ugimba, dari 7.102 suara menjadi 3.000 suara (vide Bukti P-11).
Distrik Tomosiga, dari 5.142 suara menjadi 1.292 suara (vide Bukti P-12).
Distrik Wandai 99 suara. Distrik Agisiga 2.060 suara menjadi 2.023 suara
(vide Bukti P-14).

Bahwa berdasarkan penghitungan termo ... Pemohon berdasarkan
C.Hasil Salinan, total perolehan suara Pemohon dari delapan distrik adalah
47.779 suara (vide Bukti P-7 sampai P-14).

Bahwa oleh karena Termohon telah keliru melakukan rekapitulasi
suara di semua distrik, maka Pemohon meminta agar dilakukan
rekapitulasi ulang atau penyandingan data ulang C.Hasil di TPS dengan
hasil pleno rekapitulasi pada delapan distrik di Kabupaten Intan Jaya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:24]
Tadi kalau yang ini, kan sama?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:26]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:27]
Yang Perkara 292, tadi mintanya PSU atau rekap?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [01:01:32]

PSU, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:33]
PSU, ya. Kalau ini mintanya rekap, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:35]

Rekap ulang.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]
Oke. Rekap di seluruh kab ... kabupaten, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:39]

Betul, Yang Mulia. Di seluruh (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:40]
Atau hanya tertentu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:41]

Di delapan distrik,Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]
Delapan distrik. Berarti seluruh wilayah kabupaten, toh, itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:45]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:46]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:47]

Kalau di Petitum, ada juga yang kami minta alternatif atau lima
distrik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:50]
Oke, baik. Terus, lanjutkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:01:53]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.
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Poin d. Penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat
pleno rekapitula ... rekapitulasi suara di Tingkat Distrik Hitadipa, yakni dari
138 suara menjadi 10.018 suara.

Bahwa penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik
Hitadipa dilakukan oleh PPD saat pleno dilakukan dan tidak ditemukan
adanya cap, Berita Acara, Formulir C.Hasil, dan Formulir D.Hasil Salinan,
sehingga menyebabkan keributan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1
dengan pasangan calon nomor urut lainnya.

Penambahan dan penggelembungan suara bagi Pasangan Calon
Nomor Urut 1 saat pleno rekapitulasi di Tingkat Distrik Agisiga menjadi
10.000 suara.

Adanya pengerusakan terhadap kotak suara, cap, Formulir C.Hasil,
dan ple ... saat pleno di Distrik Hitadipa, Agisiga, dan Tomosiga.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:59]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RUDY IMANUEL [01:02:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami bacakan Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:04]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RUDY IMANUEL [01:02:05]

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 1042

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemi ... Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, tanggal 14
Desember 2024, pukul 23.30 WIT. Atau,

3. Meme ... Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Intan Jaya untuk melaksanakan rekapitulasi suara
ulang atau penyandingan data ulang antara C.Hasil di TPS
dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk semua distrik di
Kabupaten Intan Jaya, yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga,
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Distrik Hitadipa, Distrik Wandai, Distrik Ugimba, Distrik Sugapa,
Distrik Homeyo, Distrik Biandoga.

Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk
melaksanakan rekapitulasi suara ulang atau penyandingan data ulang
antara C.Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk lima
distrik, yakni Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitadipa, Distrik
Wandai, Distrik Ugimba.

Atau Komisi Pemilihan Umum ... komisi ... Kabupaten Intan Jaya
untuk melaksanakan rekapitulasi ulang atau penyandingan data ulang
antara C.Hasil di TPS dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik untuk tiga
distrik, yakni Distrik Agisiga, Distrik Hitadipa, Distrik Ugimba.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Rudy Imanuel dan Stefen Alves Tes
Mau.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:16]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny? Silakan, Prof.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:20]
Baik. Ini Perkara 301, ini kan sama objeknya dengan 292, ya? Jadi,
yang 301 ini mendalilkannya adalah berkaitan dengan C.Hasil dan D.Hasil

Kecamatan, distrik, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:05:33]

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:35]

Yang bukti C.Hasilnya, karena C.Hasilnya kalau di Perkara 292 itu
kan menyebutkan itu hanya di papan tulis, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:05:42]

Ya.
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HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:43]

Tidak kemudian dalam bentuk tertulis, begitu? Lah, ini buktinya apa
yang kemudian menunjukkan ada perbedaan dengan menggunakan apa
itu, bukti C.Hasil-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:05:50]

Kami ada C.Hasil Salinan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:52]
Ada C.Hasil Salinan-nya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:05:53]

Ya, yang sudah kami masukkan.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:55]
Kalau yang di 9 ... 292 tidak ada C.Hasil Salinan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [01:05:59]

Kami tidak menerima C.Hasil Salinan. Karena concern Permohonan
kami terkait dengan rekomendasi Bawaslu itu bahwa memang ada
pelanggaran.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:05]

Oke. C.Hasil-nya diperoleh dari mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:08]

Diperoleh dari tim di lapangan, Yang Mulia. Kami memperoleh 132
C.Salinan dari 259 TPS di Kabupaten Intan Jaya.

HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:18]

Semua sudah dijadikan bukti semua, ya?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:20]

Sudah, Yang Mulia, sudah kami (...)
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:21]
Karena ini kan sama, distriknya yang diajukan juga sama semua.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:23]

Ya.
HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:24]
Ya, baik. Terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:26]
Baik, terima kasih.
Itu di bukti P berapa itu? C.Hasil mulai C[sic!]-7, ya, kalau enggak

salah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:34]

P-7, Yang Mulia, sampai P-14.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:36]
P-7 sampai 18?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:38]

14, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:39]

Ini 18-nya apa? Perolehan suara Distrik Wandai, masih ada? 13, 11,
ini saya lihat P-7 Distrik Sugapa (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:52]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:52]
P-8 Distrik Homeyo.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:54]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54]
P-9 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:55]

Biandoga.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]
Biandoga. 10, Hitadipa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:06:58]

Hitadipa.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]
11?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:00]

Ugimba.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Ugimba. 12?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:02]

Tomosiga.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:03]
137

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:04]

Wandai.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:05]
Wandai. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:06]

14 Distrik Agisiga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:08]
Agisiga.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:09]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:10]
Sampai P-14, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:11]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:11]

Oke, baik.
Prof, ada? Cukup.
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Ada lagi yang akan disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:18]

Cukup, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:19]

Cukup. Jadi, Petitumnya ini ... atau bisa delapan distrik yang direkap
ulang atau lima saja?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:30]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:31]
Oke. Kalau yang tadi, yang Perkara 292, PSU di seluruh distrik, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [01:07:38]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:39]
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292/PHPU.BUP-
XXIII/2025: AZHAM IDHAM [01:07:40]

Atau setidak-tidaknya di lima distrik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:42]

Ya, baik.
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-14?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 301/PHPU.BUP-
XXIII/2025: STEFEN ALVES TES MAU [01:07:47]

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:49]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang masih Intan Jaya, Perkara 307. Gimana? Saya minta
konfirmasinya, 307. Silakan, 307, disampaikan. Enggak ada? Enggak
hadir, kan? Tapi dicabut? Jadi, perihalnya Pencabutan dan/atau Penarikan
Permohonan Perkara 307, ya. Jadi, 307 sudah dicabut. Ini Pihak
Terkaitnya untuk 307 sudah.

Kemudian, sekarang yang terakhir, 310.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:06]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:07]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:16]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:17]

Perkenalkan, saya dengan Roberto Sihotang dan rekan saya Gillian
Joan Fernando.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:22]

Ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:23]

Kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Perkara 310, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:30]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:31]

Baik. Sedikit kami kasih gambaran. Kurang lebih Permohonan kami
ini sama dengan Para Pemohon lainnya di Kabupaten Intan Jaya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:41]

Termasuk juga dengan Paslon 02 ataupun dari Paslon 05, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:46]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:46]

Hanya saja, kami ada sedikit perbedaan tentang tenggang waktu
pengajuan Permohonan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]
Tenggang waktunya, gimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:09:55]

Kami mengajukan Permohonan itu di tanggal 31 Desember 2024.
Karena menurut Prinsipal kami, ada beberapa hal yang mereka baru
temukan, sehingga mereka baru membawanya ke Jakarta, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:10]

Ya, sebetulnya begini, nanti untuk lain waktu. Jadi, bukti awal itu
cukup SK KPU-nya saja itu jadi ... jadi Permohonan supaya sah syarat
formalnya. Kalau tidak salah di Pasal 7 PMK itu mengatakan, “Permohonan
dibuat dengan daftar bukti dan satu alat bukti.” Itu sudah cukup. Jadi,
tidak perlu banyak-banyak, itu masuk dulu supaya tenggang waktunya
masih memenubhi tiga hari.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:10:45]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]

Kalau dikumpulkan dulu, ketemunya baru setengah tahun
kemudian, mengajukan Permohonan kan percuma saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:10:51]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:53]
Ya, itu untuk anu ... untuk pengalaman berikutnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:10:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:57]

Ya. Ini jadi Permohonan, SK-nya ada dua kayak tadi yang anu ...
SK tanggal 14, toh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:07]

Ya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:08]

Sama (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:09]
Sama.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:11]

Ya, tanggal 14.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:11]

Tapi sekarang Permohonannya diajukan pada tanggal 31
Desember?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:14]

31 Desember. Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:17]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:18]
Terus (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:19]

Saya bacakan sedikit, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:21]

Baik. Meskipun Permohonan ini yang diajukan oleh Pemohon telah
melampaui masa tenggang waktu, sebagaimana yang telah disampaikan,
namun Pemohon melihat ada suatu pelanggaran administrasi yang fatal,
yang tidak diindahkan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya, dalam hal ini
Termohon. Dimana salah satunya adalah KPU Kabupaten Intan Jaya tidak
mengindahkan beberapa rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan
Umum atau Bawaslu.

Untuk rekomendasi-rekomendasi tersebut tadi, Yang Mulia,
mungkin sudah mendengar dari Permohonan Nomor 292, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:55]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:57]

Jadi, saya anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:58]
Dibacakan, ya. He eh.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:11:59]

Baik. Terima kasih.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut, tidak pernah ditindaklanjuti
oleh KPU Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) dan
Pasal 140 Undang-Undang 1 Nomor(sic!] 2015. Selain itu pula, merujuk
pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU dan seterusnya, yang
pada intinya menyampaikan bahwa Pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi telah pernah
menetapkan pendiriannya terhadap kedudukan rekomendasi Bawaslu
dengan keputusan KPU. Yang mana keberlakuan Pasal 286 ayat (2)
Undang-Undang 7 Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk penegasan
terkait distribusi wewenang Bawaslu dan KPU selaku pihak pelaksana
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pemilihan umum, wajib untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari
Bawaslu.

Kami lanjut kepada pokok Permohonan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:54]

Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:12:55]

Untuk pokok Permohonan ini secara singkat, tadi juga dari
Pemohon lain juga menyampaikan. Kami di sini dalam Perkara 310, Nomor
Urut 3, Yang Mulia.

Berdasarkan hasil dari pengumuman yang disampaikan oleh KPU,
yang mana pengumuman itu kami anggap sebagai pengumuman yang
diam-diam, Yang Mulia. Karena tidak ada Paslon pun yang mengetahuinya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Ya, pengumuman diam-diam, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:24]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:24]
Memang tidak tahu. Karena tanggal 13 ditunda?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:27]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:28]
Tanggal 16 tahu-tahu beredar di Whatsapp, begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:30]

Ya, betul.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]
Kalau sudah diputuskan tanggal 14?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:34]

Ya, betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:36]
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:36]

Bahkan setelah dilihat pun, Lampiran di ... di Ketetapan Nomor
1042 itu hanya tiga anggota KPU yang tanda tangan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:46]
Oh, jadi yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:47]

Itu yang beredar.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:48]
Tanda tangan cuma tiga?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:49]

Yang tanda tangan hanya tiga. Tidak ditandatangani secara
keseluruhan, Paslon tidak ada yang menandatangani, Bawaslu pun tidak
ada yang menandatangani, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:57]

Oke.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:13:58]

Baik. Kemudian, untuk (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Padahal, itu kan ada ketentuan PKPU, sahnya pengumuman dan
penetapan, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:14:05]

Betul sekali, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:06]
Oke, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:14:06]

Baik. Kemudian, hasil Ketetapan dari Termohon Nomor 1042
tersebut, Pemohon memperoleh suara sebanyak 19.908. Atau dengan
kata lain, ada di nomor urut ke-4, Yang Mulia, dari lima Paslon.

Selain rekomendasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pemohon
yang lainnya, Yang Mulia, saya anggap sudah dibacakan, mohon izin.

Berdasarkan penilaian dari Pemohon bahwa sesungguhnya
Pemohon itu memperoleh suara sebanyak 31.200 suara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:50]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:14:50]

Ya. Dan itu hasil rekapitulasinya, Pemohon ini berdasarkan data-
data yang diterima oleh saksi mandat dan lain sebagainya, itu kurang lebih
dia berada di 31.200, peringkat pertama, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Oke.



677.

678.

679.

680.

681.

682.

683.

684.

685.

85

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:07]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]
Itu ada buktinya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:10]

Mohon izin, Yang Mulia. Kami baru dapat beberapa bukti yang
lainnya per tadi malam, termasuk ada video-video tentang kejadian
khusus, ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:18]
Ya, bisa ditambahkan sampai besok, pukul 12.00.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:24]

Sampai pukul 12.00. Terus kemudian, yang lain kalau mau ke ...
inzage, bisa sore harinya, sebelum pukul 16.00, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:33]

Baik, terima kasih.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:34]
Tapi dengan mengajukan surat resmi permohonan untuk inzage.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:40]
Silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:15:41]

Selanjutnya, kami membacakan Petitum. Dilanjutkan oleh rekan
kami. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:44]
Ya, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: GILLIAN JOAN FERNANDO [01:15:48]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Izin membacakan
Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:52]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: GILLIAN JOAN FERNANDO [01:15:53]

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan di atas, maka
dengan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor Urut
1042 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari
Sabtu, tertanggal 14 Desember tahun 2024, pukul 23.30 WIT.

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk
melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan
Jaya.

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Intan Jaya untuk tunduk

dan patuh melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan ini kami sampaikan, agar menjadi periksa
dan maklum ... maklum adanya. Atas perhatian dan perkenan dari
Mahkamah Konstitusi, kami haturkan banyak terima kasih.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:02]
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: GILLIAN JOAN FERNANDO [01:17:02]

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:04]

Ya, terima kasih. Cukup, Yang Mulia, ya.
Saudara mengajukan Bukti P-1 sama dengan P-20?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:17:13]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

Ya, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:17:17]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:18]

Baik.

Jadwal penundaan sidang, ya. Untuk Perkara 283 Tahun 2025,
penundaan sidangnya pada hari Kamis, 30 Januari tahun 2025, pada pukul
08.00 pagi. Saya ulangi, Perkara 283 penundaan sidangnya Kamis, 30
Januari 2025, pada pukul 08.00. Agendanya mendengarkan jawaban
Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta
pengesahan semua alat bukti.

Kemudian, jawabannya, keterangan Pihak Terkait, dan bukti yang
akan disahkan, itu harus diserahkan satu hari sebelum hari sidang. Jadi,
tanggal 29 sudah harus diserahkan, ya.
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Kemudian, untuk Perkara 292, 301, dan 310, ditunda
persidangannya Kamis ... sampai hari Kamis, 31 Januari tahun 2025, pada
pukul 13.00. Untuk Perkara 292, 301, dan 310, Kamis, 30 Januari 2025,
pada pukul 13.00, agendanya sama seperti tadi, ya.

Kemudian, ruang sidangnya tidak di sini, tapi nanti ruang sidangnya
di Ruang Sidang Pleno yang besar, di lantai 2, ya, karena suasananya biar
lain. Saudara fotonya lebih bagus nanti di sana, ya.

Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pemohon? Cukup, ya?

Termohon, cukup? Cukup.

Pihak Terkait? Silakan, satu-satu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [01:19:24]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:25]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [01:19:26]

Sesuai penundaan jadwal sidang, itu untuk Perkara 292, 301, 310
jatuh pada tanggal 30 Januari.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:34]

Oh, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292 /PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [01:19:35]

Sedangkan untuk tanggal 29 itu hari libur, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]

Ya, sebentar. Gimana? Diulang.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [01:19:44]

Untuk perkara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:45]

Ya, itu ... jadi, untuk itu, diserahkan berarti tanggal ... tanggal 24
berarti, ya. Diserahkan tanggal 24, karena diserahkan pada hari kerja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
292/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 301/PHPU.BUP-XXIII/ 2025,
307/PHPU.BUP-XXIII/ 2025, 310/PHPU.BUP-XXIII/2025: IZA
SADZILI [01:19:58]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:58]

Ya, karena tanggal 25, 26, 27, 28, 29 adalah bukan hari kerja, ya,
hari libur. Nanti kalau diserahkan pada hari itu, nanti yang terima makhluk
halus, ya, kan? Ya. Jadi, bisa semuanya nanti sebelum tanggal 24. Paling
lambat pada tanggal 24, keterangannya, jawabannya, juga alat buktinya.

Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:27]

Izin, Yang Mulia, sedikit.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:29]
Ya, apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:30]

Tadi Yang Mulia sampaikan, alat bukti tambahan. Kami (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:34]

Besok pagi.
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713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:36]

Maksimal jam 12.00 siang, Yang Mulia?
714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]
12.00, ya.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:38]
Jangan jam 24.00. Nanti jam 24.00 yang terima (...)

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:41]

Makhluk halus lagi, Yang Mulia.
718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]
Ya.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 310/PHPU.BUP-
XXIII/2025: MARYANTO ROBERTO SIHOTANG [01:20:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:44]

Banyak makhluk halusnya di sini. Kita kalau malam berubah
menjadi makhluk halus.

Ya, terima kasih, ya.

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
PIt. Panitera,
Wiryanto
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